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Abstrak. Pada penelitian ini, data dianalisis dengan metode deskriptif yaitu dengan 
menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan me-
lakukan pengumpulan data, menghitung PPh, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Jenis data yang digunakan adalah data pri-
mer dan sekunder. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa penyesuaian (korek-
si) fiskal positif sebesar Rp25.174.000,00 dan penyesuaian (koreksi) fiskal negatif 
sebesar Rp457.800.526,00 pada laporan laba rugi PT ABC (Multi Usaha) yang meng-
akibatkan perubahan nilai laba bersih sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak) dari 
Rp25.809.388.665,00 menjadi Rp25.376.762.140,00 

Abstract: In this study, the data were analyzed by descriptive method that is by 
describing the state of the financial statements of the phenomena that occur by 
collecting data, calculating income tax, carrying out fiscal corrections in accordance 
with Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Types of data used are primary and 
secondary data. The results of the study provide information that a positive fiscal ad-
justment (correction) of IDR 25.174.000,00 and a negative fiscal adjustment (correc-
tion) of IDR 457.800.526,00 in PT ABC (Multi Usha) income statement that results in 
changes in net profit before tax (Taxable Income ) from Rp 25.809.388.665,00 to 
become Rp25.376.762.140,00 

 

PENDAHULUAN 

Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu melaksanakan dan membiayai pembangunan secara swadaya. Salah 

satu cara sumber pembiayaannya bersumber dari pajak. Pajak merupakan sarana pemerintah untuk mendapatkan 

penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial 

dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban, pengabdian dan peran aktif warga 

Negara untuk membiayai berbagai keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam 

undang-undang dan peraturan-peraturan lain untuk tujuan kes  

Saat ini pungutan pajak di Indonesia dibagi dalam 3 tipe sistem yaitu official assesment system, self assesment system, 

dan withholding tax system. Sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan 

pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, yang disebut dengan self assessment system  [1]. 

Keberadaan self assessment system ini memicu timbulnya panduan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak 

(PKP). Salah satu cara untuk menghitung PKP adalah dengan cara penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut 

dengan pembukuan. Hasil akhirnya adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba  rugi, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan [2]. Dari deskripsi di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan 

(PPh) Terutang Tahun 2017 Pada PT Aneka Bisnis Makassar Kota Samarinda” 

 

KAJIAN PUSTAKA  

Definisi yang diberikan oleh Accounting Principles Board Statement yang dikutif [3] menyatakan sebagai berikut, 

Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana  fungsinya  adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi 

mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam mengambil keputusan ekonomi 

dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif yang ada [4] 

Kata kunci : 
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pajak terutang. 
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Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat 

digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Menurut [5] menyatakan sebagai berikut,“ Laporan keuangan 

adalah hasil dari proses  akuntansi  yang  dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau 

aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. 

Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut [6], [7], dan [8] tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Definisi Pajak 

Pengertian pajak menyatakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum” [9]  Adapun definisi yang diberikan oleh Andriani adalah sebagai berikut, Pajak adalah iuran kepada 

Negara  (yang  dapat  dipaksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum 

berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan [10]. Selanjutnya Fungsi, Syarat, dan Tata Cara 

Pemungutan Pajak [11] menuliskan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu: (a) Fungsi Budgeter. Pajak sebagai sumber dana bagi 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. (b) Fungsi Mengatur (Regulerend).Pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan dang social dan ekonomi dan [11].) menyebutkan agar pemungutan pajak tidak 

menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) Pemungutan pajak 

harus adil (Syarat Keadilan). (b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis). (c) Tidak meng-

ganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). (d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil), dan (e) Sistem pemungutan 

pajak harus sederhana. Selanjutnya [11] juga menyebutkan, tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 

stelsel sebagai berikut: (a) Stelsel Nyata (Riel Stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya 

diketahui. (b) Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang, dan (c) Stelsel Campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada 

awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan 

dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, 

maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 

Pembukuan 

Pasal 13 Undang-Undang Pajak Perseroan Tahun 1995 menyatakan bahwa pihak pengurus perseroan, perhimpunan, 

maskapai, lembaga, dan badan yang menjalankan perusahaan yang labanya dikenakan pajak harus menyelanggarakan 

pembukuan di Indonesia dengan cara sedemikian rupa, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui laba yang 

dikenakan pajak. 

Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan     Keuangan Fiskal 

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang 

berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis 

dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan 

operasi. 

Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal 

 Menurut [12] persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah: (a) Aset/harta tetap yang memberikan manfaat 

lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan 

sesuai dengan masa manfaatnya. (b) Aset/harta yang dapat disusutkan adalah asset tetap, baik bangunan maupun bukan 

bangunan,dan (c) Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas. 
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Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal 

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis harus menyusun laporan keuangan yang berbeda antara 

laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan 

tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan perpajakan. 

Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan atau Pendapatan 

Menurut konsep akuntansi, penghasilan (income) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan 

(revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan 

dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalty, dan sewa [11]. 

Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya 

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan berbasis neto (net basis of taxation) yang berarti pajak 

didasarkan pada penghasilan bruto (gross income) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengurangan lainnya 

yang diperkenankan oleh undang-undang. 

Perbedaan Konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan 

Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan terutama menyangkut konsep penyusutan dan 

penilaian persediaan barang dagangan. Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah 

penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur 

sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran Judgement. Menurut [11] metode menurut 

akuntansi komersial mengacu pada PSAK No. 16 tentang Aset Tetap [11]. Metode penyusutan komersial antara lain: (a) 

Metode garis lurus (Straight line method) yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai 

residunya tidak berubah. (b) Metode saldo menurun (Diminishing balance method) yaitu, menghasilkan pembebanan yang 

menurun selama umur manfaat asset, dan (c) Metode jumlah unit (Sum of the unit method), yaitu menghasilkan pembebanan 

berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua 

metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal 11 Undang- Undang [13] tentang Pajak 

Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian 

aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai berikut: 

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat 

lebih dari 1 tahun dilakukan juga dengan memakai 2 metode yaitu: metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan 

penglempokan sebagai berikut: Sumber : UU PPh [13] pada Pasal 11A ayat (2).Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode, 

serta tariff dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan maupun amortisasi. 

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga 

pokok dinilai berdasarkan perolehan (cost) yang dilakukan dengan metode rata-rata (average) atau dengan metode 

mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan firs in first out (FIFO). Penggunaan metode tersebut 

harus dilakukan secara konsisten. Apabila kita meninjau secara akuntansi maka ada 3 jenis metode yang dilakukan untuk 

menilai persediaan yang sesuai dengan [3] yaitu dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP 

atau FIFO), kemudian rata-rata tertimbang (weigh average cost method) dan masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau 

LIFO). Kemudian untuk barang yang lazimnya tidak dapat digantikan dengan barang lain (not ordinary interchangeable) dan 

barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus 

terhadap biayanya masing-masing. 

Koreksi Fiskal 

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk 

menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan 

fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara. Menurut [14] 

menyatakan sebagai berikut, Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau 

akuntansi yang harus  disesuaikan menurut ketentuan perpajakan. 
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Secara keseluruhan tujuan dari suatu akuntansi keuangan adalah melakukan perbandingan yang tetap antara 

penghasilan dan pengeluaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara jumlah penghasilan 

yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan jumlah penghasilan yang dihitung 

untuk keperluan akunting keuangan, maka menurut ketentuan yang berlaku umum bahwa perhitungan pajak penghasilan 

pertama-tama didasarkan pada penghasilan yang dibuat untuk tujuan akunting tersebut [15]. Koreksi fiskal secara akuntansi 

tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada 

rekening nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba. [16] menjelaskan bahwa teknik rekonsiliasi fiskal 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a) Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, 

rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti 

mengurangi laba menurut akuntansi.(b) Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, 

rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang 

berarti menambah laba menurut akuntansi. (c) Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui 

sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiscal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya/-

pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi, dan (d) Jika suatu 

biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiscal, 

rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti 

mengurangi laba menurut akuntansi.Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara 

fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa: 

a. Beda Tetap 

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap beban dan pendapatan antara pelaporan 

komersial dan fiskal. Menurut [17] menyebutkan bahwa Perbedaan tetap/permanent (permanent differences) adalah 

perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut 

SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. 

Perbedaan tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada Surat Pemberitahuan 

(SPT) tetapi tidak diakui pada laporan keuangan, demikian pula sebaliknya. Hal ini mengakibatkan laba fiskal berbeda 

dengan laba komersial. Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir (terminated) pada tahun buku yang 

bersangkutan dan tidak membawa dampak pada tahun- tahun berikutnya [18]. Beda permanen dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu positif dan negatif. Beda permanen positif terjadi apabila terdapat laba komersial yang tidak diakui oleh 

ketentuan perpajakan. Sementara beda permanen negatif terjadi apabila terdapat pengeluaran sebagai beban laba 

komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan. 

b. Beda Waktu 

Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan 

dan  beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Beda waktu terjadi karena adanya 

perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan 

perpajakan. Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ke tahun pajak 

lainnya. Perbedaan waktu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Perbedaan waktu positif terjadi 

apabila pengakuan beban menurut SAK lebih lambat dari pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan [19]. 

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial ke Laporan Keuangan Fiskal 

Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang 

umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). 

Solusi antara penerapan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah 

dengan dilakukan suatu rekonsiliasi. [20] menyatakan bahwa rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan 

keuangan fiskal, urutan penyusunannya dapat dilakukan sebagai berikut: (a) Buat terlebih dahulu daftar penyusunan fiskal 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.(b) Penyusutan fiskal tersebut kemudian dialokasikan sesuai 

dengan pengalokasian yang dilakukan oleh perusahaan. (c) Susun rekonsiliasi harga pokok produksi. (d) Susun rekonsiliasi 

biaya operasional. (e) Susun rekonsiliasi pendapatan/beban lain-lain, dan (f) Susun rekonsiliasi laba rugi, yang dihimpun dan 
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jumlah-jumlah akhir masing-masing rekonsiliasi sebelumnya. [21] juga menyatakan bahwa banyaknya rekonsiliasi yang harus 

disusun disesuaikan dengan tipe perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. 

Komponen Perhitungan PPh Badan 

 Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang sangat penting, yaitu: (a) Penghasilan yang 

menjadi objek pajak, (b) Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang [13], yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, 

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 

dalam berntuk apapun. (c) Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) 

Undang-Undang [13]. (d) Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya telah 

final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang [13] pada ayat (e) Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan 

bruto sesuai dengan  Pasal 6 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. (f) Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan 

bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. (g) Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% 

berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002, dan (h) Biaya yang menggunakan daftar 

nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986. 

Pengurang PPh Badan yang Terutang 

 Dan yang menjadi pengurnag perpajakann, itu cukup banyak, namun pengurangan tersebut wajib pajak harus 

berhati-hati dengan baik, dan benar, karena itu akan berdampak negatif bagi perusahaan jika tidak berhati. Adapun 

PPh yang menjadi unsur pengurang atau pengkreditan pajak adalah (1) PPh Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 

adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah 

Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas 

penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. (2) PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan 

Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan 

penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 [10] dalam PPh Pasal 24.  Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek 

Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 

kegiatan maupun penghasilan dari modal [7] Konsep Umum: (a) Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan, (b) 

Syarat untuk dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri: (i) Menyampaikan laporan keuangan dari 

penghasilan yang berasal dari luar ngeri, (ii) Menyampaikan fotocoy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar 

negeri, dan (iii) Menyampaikan dokumen pembayaran pajak luar negeri. (5) PPh Pasal 25. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah 

angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan 

[9].Konsep Umum: (a) Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun 

pajak berjalan, dan (b) Besarnya angsuran pajak dihitung dengan rumus: Pajak penghasilan terutang menurut SPT tahun lalu 

dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong dan atau serta pajak penghasilan yang di bayar atau terutang di luar 

negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, dan 24, kemudian dibagi dengan 12 atau 

banyaknya bulan dalam tahun pajak. 

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 

 Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan  [13] menyatakan bahwa tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), berlaku untuk tahun 2008 dan 2009. Sedangkan untuk tahun 

2010 dan selanjutnya tarif yang berlaku ialah 25% (dua puluh lima persen). Dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Pajak 

Penghasilan Tahun 2008 apabila wajib pajak dalam negeri memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh miliar rupiah) maka mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tariff normal. 

 

METODE 

 Pada penelitian ini, lingkupnya hanya mencakup rekonsiliasi laporan keuangan komersial guna menghitung besarnya 

PPh badan yang terhutang menurut peraturan perpajakan yang berlaku untuk tahun pajak 2017 pada PT Aneka Bisnis 

Makassar. 
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Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Laporan laba rugi tahun 2017 dan Laporan posisi keuangan tahun 2017 

Teknik Analisis Data. Agar penulisan ini dapat memberikan suatu gambaran yang jelas akan sifat kebenarannya, maka penulis 

menampilkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yang diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, kepustakaan. 

Alat Analisis.Alat analisis yang digunakan adalah Undang-undang [13], tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, termasuk ketentuan terkait yang diatur dalam peraturan pemerintah, keputusan 

menteri keuangan, maupun keputusan dirjen pajak  sebagai peraturan tambahan.  

HASIL  

Berikut data dan informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak PT Aneka Bisnis 

Makassar, yaitu: 

1. PT Aneka Bisnis Makassar memberikan sumbangan sebesar Rp9.362.000,00 kepada karyawan atau keluarga inti 

karyawan PT Aneka Bisnis Makassar yang mengalami musibah. PT Aneka Bisnis Makassar juga memberikan 

sumbangan kepada warga sekitar lokasi perusahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan warga.  

2. Pihak PT Aneka Bisnis Makassar Tunjangan memberikan sumbangan sebesar Rp13.500.000,00 untuk dana 

nikah/kedukaan. Tunjangan ini merupakan tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang menikah atau 

keluarga inti dari karyawan PT Aneka Bisnis Makassar yang mengalami kedukaan. 

3. PT Aneka Bisnis Makassar mengeluarkan dana untuk kegiatan/event personalia sebesar Rp 2.312.000,00 dimana dana 

tersebut digunakan untuk fasilitas sebagian karyawan yang ingin mengembangkan minat dan bakat seperti olahraga 

rutin bulutangkis. 

4. PT Aneka Bisnis Makassar mendapatkan pemasukan dari Pendapatan jas giro sebesar Rp133.800.526,00. Ini adalah 

penghasilan dari bunga giro bank yang diakui sebagai pendapatan oleh PT Aneka Bisnis Makassar 

5. PT Aneka Bisnis Makassar juga memperoleh pemasukan dari Pendapatan sewa sebesar Rp324.000.000,00. Ini adalah 

penghasilan dari penyewaan tempat (tanah) di area RSU Samarinda Medika Citra, terdapat daftar penyewa yang 

menyewa tempat area RSU Samarinda Medika Citra selama tahun 2017 

Selama tahun 2017, PT Aneka Bisnis Makassar telah membayar PPh Pasal 25 sebesar Rp1.986.918.495,00 dengan 

rincian sebagai berikut. (a) Berdasarkan (PMK No. 76 Tahun 2011) Pasal 8, bahwa bukti penerimaan sumbangan dan/atau 

biaya atas sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi 

sumbangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dengan menggunakan format penerimaan 

sumbangan sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran II PMK tersebut. Sedangkan bukti dikeluarkannya 

biaya santunan/sumbangan oleh PT Aneka Bisnis Makassar hanya berupa kwitansi dan bukti kas keluar. Sehingga tidak 

memenuhi syarat biaya sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas dasar hal tersebut, maka biaya 

sumbangan harus dikoreksi positif sebesar Rp9.362.000,00 (b) Berdasarkan Pasal 9 ayat  (1) huruf e UU [13], besarnya 

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa 

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, 

sedangkan Tunjangan Nikah/Kedukaan yang diberikan PT Aneka Bisnis Makassar kepada karyawan adalah berupa uang 

tunai sehingga atas dasar  hal tersebut maka biaya Tunjangan Nikah/Kedukaan harus dikoreksi positif sebesar 

Rp13.500.000,00. (c) Tidak jauh berbeda dengan penjelasan poin b, Biaya Kegiatan/Event Personalia juga harus dikoreksi 

positif sebesar Rp2.312.000,00 dikarenakan merupakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan berupa uang tunai untuk kegiatan sebagian minat dan bakat sebagian 

karyawan, hal tersebut dijelaskan berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat  (1) huruf e. (d) Berdasarkan UU [13] 

Pasal 4 ayat (2) huruf a, bahwa jasa giro dapat dikenakan pajak bersifat final sehingga dapat dikoreksi negatif sebesar Rp. 

133.800.526,00, dan (e) Berdasarkan UU [13] Pasal 4 ayat (2) huruf d, bahwa penghasilan dari transaksi persewaan tanah 

dan/atau bangunan dapat dikenakan pajak bersifat final sehingga dapat dikoreksi negatif sebesar Rp 324.000.000 

SIMPULAN 

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut: (1) Rekonsiliasi fiskal atas laporan 

keuangan PT Aneka Bisnis MakassarTahun 2017 dilakukan melalui penyesuaian (koreksi) fiskal positif sebesar 

Rp25.174.000,00 dan penyesuaian (koreksi) fiskal negatif sebesar Rp457.800.526 pada laporan laba rugi perusahaan yang 
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mengakibatkan perubahan nilai laba bersih sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak) dari Rp25.809.388.665,00menjadi 

Rp25.376.762.140,00. Adapun rincian rekening penghasilan dan biaya yang dikoreksi pada laporan laba rugi PT Aneka Bisnis 

Makassar Tahun 2017, antara lain: (a) Biaya Sumbangan dikoreksi positif sebesar Rp9.362.000,00, (b) Biaya Tunjangan 

Nikah/Kedukaan dikoreksi positif sebesar Rp13.500.000,00, (c) Biaya Kegiatan/event Personalia dikoreksi positif sebesar Rp. 

2.312.000,00, (c) Jasa Giro dikoreksi negatif sebesar Rp. 133.800.526,00, (d) Pendapatan Sewa dikoreksi negatif sebesar Rp. 

324.000.000,00. Kemudian  Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang tahun 2017 setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal adalah 

sebesar Rp. 6.344.190.500,00, dan Perusaan mengalami kurang bayar (PPh Pasal 29) untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp. 

4.357.272.005,00, serta Angsuran PPh Pasal 25 selama tahun 2018 adalah sebesar Rp528.682.542,00 
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